SALINAN

Menimbang

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sehingga
Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat di Kota Surabaya;

. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota
Surabaya telah menyediakan berbagai sarana pelayanan
kesehatan atau fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Rujukan,
Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling
(Pusling) dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

. bahwa atas pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas

Rujukan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas
Keliling (Pusling) dan Laboratorium Kesehatan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipungut retribusi
pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;

. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas

Kesehatan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan saat ini, selain
itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003, perlu ditinjau
kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, serta dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
Pemerintah  Kota Surabaya kepada masyarakat, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.



Mengingat

10.

11.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran  Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3029);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);



12.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/I11/2003
tentang Laboratorium Kesehatan;

13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/11/2004
tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI1/2007
tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;

16.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

17.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

18.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Menetapkan :

dan
WALIKOTA SURABAYA,
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.



4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan di Pusat Kesehatan masyarakat, Puskesmas
Rujukan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos
Kesehatan Kelurahan atau di Laboratorium Kesehatan Daerah.

. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan

terhadap individu atau keluarga  dalam masyarakat yang
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, dokter umum atau dokter

gigi.
Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan

terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang
dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.

. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah upaya kesehatan yang

diberikan oleh laboratorium medis, laboratorium kesehatan, kamar
obat, sarana radiologi dan sarana kesehatan penunjang lainnya.

10.Pelayanan Kesehatan Matra adalah bentuk khusus upaya

11.

kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang
serba berubah maupun di lingkungan darat, laut dan udara, yang
meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air,
serta kesehatan kedirgantaraan.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah
kerja.

12.Pusat Kesehatan Masyarakat Rujukan yang selanjutnya disebut

Puskesmas Rujukan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah
kerja yang dilengkapi dengan pelayanan spesialistik tertentu,
pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan
lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya.



13.Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan
yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu
memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup
wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan
yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang
tersedia.

Puskesmas Keliling (Pusling) adalah unit pelayanan kesehatan
keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4
(empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan
komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas,
yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan
kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum
terjangkau pelayanan kesehatan.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap
pengunjung Puskesmas, Puskesmas Rujukan, Puskesmas
Pembantu untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan,
rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa
perlu tinggal dalam ruang rawat inap.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan
yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan,
rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada
sarana kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus
menginap.

Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota
Surabaya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
penunjang dalam bentuk pemeriksaan laboratorium klinik dan
pemeriksaan laboratorium  kesehatan  masyarakat yang
melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap
bahan yang berasal dari manusia atau bahan-bahan bukan
berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab
penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat mempengaruhi
pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat
lanjut yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi
resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan
kesehatan oleh Puskesmas Rujukan, Puskesmas, Puskesmas
Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pos Kesehatan
Kelurahan (PosKesKel) dan Laboratorium Kesehatan Daerah
serta pemberian Pelayanan Kesehatan Haji.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
kegiatan pelayanan di Puskesmas Rujukan, Puskesmas,
Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pos
Kesehatan Kelurahan (PosKesKel) dan Laboratorium Kesehatan
Daerah serta pemberian Pelayanan Kesehatan Haji yang
dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa
pelayanan yang diterimanya.

Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan fisik dan mental para calon/jamaah haji
dan pihak petugas terkait guna menyesuaikan diri terhadap
lingkungan yang berubah secara bermakna mulai dari sebelum
pendaftaran, selama persiapan, selama berada di Arab Saudi,
selama dalam perjalanan pergi pulang ke dan dari Arab Saudi
sampai dengan 2 (dua) minggu setelah tiba kembali ke tanah air.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi  diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
telah ditetapkan.



BAB I
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Puskesmas Rujukan dan Puskesmas melaksanakan pelayanan
kesehatan yang meliputi :

. Pelayanan Kesehatan Dasar;

a
b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan;

o

Pelayanan Kesehatan Penunjang;

d. Pelayanan Kesehatan Matra.

Pasal 3

Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling) dan Pos
Kesehatan Kelurahan (PosKesKel), melaksanakan pelayanan
kesehatan yang meliputi :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar; dan

b. Pelayanan Kesehatan Penunjang.

Pasal 4

Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan pelayanan kesehatan
sebagai berikut :

a. melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia
klinik, parasitologi klinik, imonologi klinik, patologi anatomi dan/atau
bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan
perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit,
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

b. melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi,
fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan
kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang
menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan
kesehatan.

BAB il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa
pelayanan kesehatan di Puskesmas Rujukan, Puskesmas, Puskesmas
Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pos Kesehatan
Kelurahan (PosKesKel) dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta
pemberian Pelayanan Kesehatan Haiji, dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Pelayanan Kesehatan.



Pasal 6

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Jalan
1. Pelayanan Pengobatan Umum;
2. Pelayanan Pengobatan Gigi;

3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga
Berencana (KB);

4. Pelayanan Spesialis;

5. Pelayanan Penunjang Medik;

6. Pelayanan Kesehatan Khusus dan/atau Konsultasi Khusus.
b. Pelayanan Rawat Inap dan Persalinan

1. Pelayanan Rawat Inap;

2. Pelayanan Persalinan.
c. Pelayanan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
d. Pelayanan Kesehatan Matra (Kesehatan Haji);

e. Jasa Pemakaian Fasilitas Kesehatan.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau
badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas
Rujukan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas
Keliling (Pusling), Pos Kesehatan Kelurahan (PosKesKel) dan
Laboratorium Kesehatan Daerah serta pemberian Pelayanan
Kesehatan Haji.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa
Umum.



BAB V
CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan
frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas
Rujukan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas
Keliling (Pusling), Pos Kesehatan Kelurahan (PosKesKel) dan
Laboratorium Kesehatan Daerah serta jenis Pelayanan Kesehatan Haji
yang diberikan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian
atas pelayanan kesehatan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan
sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB VI
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis.

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu)
hari kerja.

(4) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat
ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh hari)
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XiII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang
terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan
oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
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BAB XiIil
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau pada saat
hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara  pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 18

Waijib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau
kekuasaan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan
Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Kepala
Daerah.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terutang.



(4)

(1)

(2)
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah.
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BAB XVI
KEDALUWARSA

Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak
pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang

retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

BAB XVIil
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dalam Peraturan

Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.



(2)
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Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh  berhenti  dan/atau  melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
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BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/C), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Oktober 2010

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd

SUKAMTO HADI
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat |
NIP. 19720831 199703 1 004




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

UMUM

Bahwa kebutuhan akan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi semua
orang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab
atas tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dengan biaya yang relatif
murah, sehingga dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Bahwa pemungutan retribusi pelayanan kesehatan tidak bertujuan mencari
keuntungan serta ditetapkan berdasarkan asas gotong royong dan keadilan dengan
mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain
pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, penetapan Peraturan Daerah ini,
dimaksudkan juga dalam rangka penyesuaian materi sehubungan dengan telah
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Dengan  berlakunya  Peraturan  Daerah  ini, diharapkan  dapat
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada masyarakat.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup Jelas.
Pasal 5 : Cukup Jelas.
Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.



Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 Yang dimaksud dengan hari-hari tertentu antara lain Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan dan Hari
Jadi Kota Surabaya.

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3): Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan waijib
retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena
musibah bencana alam.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) : Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib
retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh kepala daerah dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.



Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal
kelebihan  pembayaran  retribusi, harus  melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan retribusi
daerah lebih bayar sampai dengan saat dilakukannya
pembayaran kelebihan.

Ayat (7) : Cukup jelas.

Ayat (1) : saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut
tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara
langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada pemerintah daerah.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Ayat (4) : Cukup Jelas.

Ayat (5) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara
tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang
retribusi kepada pemerintah daerah, misalnya wajib retribusi
mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran
atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2010

TANGGAL : 5 OKTOBER 2010

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

PELAYANAN RAWAT JALAN

. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN

Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar 5,000 Pasien

Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar 10,000 Pasien

Kunjungan Sore

Pelayanan Gawat Darurat di UGD 10,000 Pasien

Perawatan Luka :

a. Rawat luka ringan 8,000 Pasien

b. Rawat luka berat 20,000 Pasien

c. Rawat luka Ganggren 20,000 Pasien

Perawatan Luka Bakar :

a. Rawat luka bakar derajat | / regio ( kecil ) 20,000 Pasien

b. Rawat luka bakar derajat Il / regio ( sedang ) 25,000 Pasien
6 |Nebulizer 20,000 Pasien
7 |Circumsisi 100,000 Pasien
8 |Incisi Abses 25,000 Pasien
9 |Ekstraksi Kuku 25,000 Pasien
10 |Stump plasty 30,000 Pasien
11 |Ekstirpasi Mata Ikan ( Excisi clavus ) 30,000 Pasien
12 [Heacting :

a. 1 - 3 per luka 20,000 Pasien

b. Lebih dari 4 per luka 30,000 Pasien

c. Angkat / lepas jahitan 7,000 Pasien




13 |Ekstirpasi Lipoma 50,000 Pasien
14 |Bulektomi 12,500 Pasien
15 |Pasang Naso Gastric Tube (NGT) 5,000 Pasien
16 |Jahit 1 Telinga dawir 25,000 Pasien
17 |Kateter :

a. Pasang kateter / Dower kateter 40,000 Pasien

b. Lepas kateter 10,000 Pasien
18 |Pemasangan Infus 25,000 Pasien

Ganti cairan infus 3,000 Botol
19 |Injeksi Intra Vena 10,000 Pasien
20 |Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) 7,500 Pasien

/Intra Cutaneus (IC)
21 |Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak 5,000 Pasien
22 |Surat Keterangan :

a. Sehat 5,000 Orang

b. Kelahiran 5,000 Orang

c. Visum hidup 5,000 Orang
23 |[Observasi (per jam) 4,000 Pasien
24 |Pelayanan Kesehatan Mata

a. Pemeriksaan visus mata 5,000 Pasien

b. Tindakan Irigasi mata ( Trauma Kimia ) 7,500 Pasien

c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing) 10,000 Pasien
25 |Pelayanan Kesehatan THT

a. Ekstraksi serumen 5,000 Pasien

b. Ekstraksi benda asing THT 5,000 Pasien
26 |[ECG 25,000 Pasien
27 |Home Care 25,000 Pasien




Il. PELAYANAN PENGOBATAN GIGI

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
1 |Pemeriksaan Dasar Gigi 5,000 Pasien
2 |Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio 11,000 Pasien
3 |Penanganan Dry Socket 10,000 Pasien
4 |Penanganan Trismus 10,000 Pasien
5 |Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl 7,500 Pasien
6 |Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal 15,000 Pasien

anestesi
7 |Pencabutan Gigi Permanent 22,000 Pasien
8 [Pencabutan Gigi Permanent M3 32,500 Pasien
9 [Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring 50,000 Pasien

10 [Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 15,000 Pasien
11 |Insici Abses 20,000 Pasien
12 |Open Boor 12,500 Pasien
13 [Pulp Capping (T. Sementara 2) 15,000 Pasien
14 [Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 15,000 Pasien

3)

15 [Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara 15,000 Pasien
16 |[Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan Sementara 15,000 Pasien
17 |Pulpotomi (T. Sementara 6) 15,000 Pasien
18 |Tumpatan Basis (T. Sementara 7) 15,000 Pasien
19 |Tumpatan Tetap Glass lonomer Cement 15,000 Pasien
20 |Tumpatan Tetap Composit 25,000 Pasien
21 |Eugenol Cavit ( Tumpatan Sementara 8 ) 15,000 Pasien
22 |Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan 15,000 Pasien

Sementara 9)

23 |Tumpatan tetap amalgam 15,000 Pasien
24 |Tumpatan tetap Fissure sealent 25,000 Pasien
25 |Curettage Pocket Gingiva 25,000 Pasien
26 |Operculectomy / Gingivectomy / Frenulectomi 50,000 Pasien

(per regio)

27 |Flap periodontal 150,000 Pasien
28 [Alveolectomy 50,000 Pasien
29 |Topical Aplikasi / per regio 7,500 Pasien




PELAYANAN KIA DAN KB

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
1 |Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar 5,000 Pasien
2 |Pelayanan Kesehatan lbu :

a. Pap Smear 50,000 Pasien termasuk
pengambilan dan
pemeriksaan

b. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA)

- See 5,000 Pasien termasuk rangkaian
pemeriksaan IVA

- Treat Ringan 5,000 Pasien

- Treat Cryo 100,000 Pasien

c. Inspekulo / Pemeriksaan Dalam ( VT ) 1,500 Pasien

3 [Pelayanan Kesehatan Anak :

a. Tindik 5,000 Pasien

b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 3,000 Pasien

c. Fototerapi 30,000 Pasien

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
4 | Pelayanan KB

a. KB Suntik 3 bulan 7,500 Pasien

b. KB Suntik 1 bulan 7,500 Pasien

c. KB PIL 3,000 Pasien

d. Implant : Pasien

- Pasang 280,000 Pasien

- Cabut / Lepas 20,000 Pasien

e. lUD:

- Pasang 25,000 Pasien

- Cabut / Lepas 5,000 Pasien

f. Steril :

- MOP 300,000 Pasien




IV. PELAYANAN SPESIALIS

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
1 |Pelayanan Konsultasi Kesehatan Rawat Jalan 10,000 Pasien
Spesialistik
2 |Tindakan Spesialis Mata
a. Pemeriksaan penyakit degenaratif (katarak / 5,000 Pasien
glukoma)
b. Tindakan Operasi Kecil : Pasien
- Incisi Hordeolum / chalazion 30,000 Pasien
- Eksisi Pterigium ( selaput tipis tumbuh di 50,000 Pasien
konjungtiva )
- eksisi kista/lipoma/atheroma/nevus 75,000 Pasien
konjunctiva/palpebra
3 |Tindakan Spesialis Penyakit Dalam / Paru / Pasien
Jantung
a. Injeksi intra artikuler 8,000 Pasien
b. Puncti pleura effusion 18,000 Pasien
c. Puncti Ascites 18,000 Pasien
4 |Tindakan Spesialis Obgyn
- MOW 500,000 Pasien
5 |Tindakan Spesialis THT
a. Parasintesis 20,000 Pasien
b. Penghentian Epistaksis
-.ringan 5,000 Pasien
-.berat (dengan tampon) 20,000 Pasien
c. Irigasi Sinus Maksillaris 40,000 Pasien
V. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
1 |[USG
a. USG Kandungan 35,000 Pasien
b. USG Upper Abdomen 80,000 Pasien Si:?/ihptrier:?q O?JSEUK
c. USG Lower Abdomen 70,000 Pasien
2 |Foto Rontgen
a. Rontgen Foto Kecll 35,000 Film
b. Rontgen Foto Besar ( Thorax ) 45,000 Film
c. Rontgen Foto Dental ( gigi ) 20,000 Film




VI. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS ATAU KONSULTASI KHUSUS

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
1 |Pemeriksaan Jenazah 27,5001 Jenazah |Sudah termasuk
penerbitan surat
kematian
2 |Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja 50,000( Jenazah
3 [Konsultasi
a. Psikologi 2,500 Pasien
b. Gizi ( Pojok Gizi) 2,500 Pasien
4 |Pelayanan Pengobatan Tradisional (Battra)
a. Akupuntur 20,000 Pasien
b. Akupresur 15,000 Pasien
c. Aromatherapi 5,000 Pasien
d. Medik Herbal 3,000 Pasien
NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
e. Pijat Bayi:
- Umur 0 — 1 tahun 7,500 Pasien
- Umur > 1 tahun 10,000 Pasien
5 [Konseling VCT 2,500 Pasien
6 |Pelayanan Program Terapi Rumatan Metadon 5,000 Pasien
7 |[Terapi Infra Merah 10,000 Pasien




B. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

. PELAYANAN RAWAT INAP

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
1 |Biaya Rawat Inap termasuk makan
a. Bayi 15,000 Hari Sudah termasuk
b. Anak / Dewasa 20,000 Hari biaya makan
c. Bayi dengan inkubator 25,000 Hari
2 |Visite :
a. Dokter Umum 5,000 Pasien
b. Dokter Spesialis : 10,000 Pasien
3 |Konsultasi On Call :
a. Dokter Umum 2,500 Pasien
b. Dokter Spesialis 5,000 Pasien
ll. PELAYANAN PERSALINAN
NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
1 |Pertolongan Persalinan Normal 250,000 Pasien
2 |Pertolongan Persalinan Patologis 400,000 Pasien
3 [Pertolongan Persalinan Normal Oleh Obgyn 750,000 Pasien
4 |Pertolongan Persalinan Patologis Oleh Obgyn 1,000,000 Pasien
5 [Manual Placenta 100,000 Pasien
6 [HPP dgn Kompresi Bimanual Interna 87,500 Pasien
7 [HPP dgn Kondom Katheter 125,000 Pasien
8 [Vacum Ekstraksi 90,000 Pasien
9 |Forcep Ekstraksi 105,000 Pasien
10 |Curretage 105,000 Pasien
11 [Induksi Persalinan dengan OD 155,000 Pasien
12 |Hecting Portio 70,000 Pasien
13 |Hecting Ruptur Perineum Totalis 70,000 Pasien
14 |Resusitasi Asphyxia 40,000 Pasien
15 |Resusitasi BBL 25,000 Pasien
16 [Sectio Caesaria 2,500,000 Pasien




C. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
1 |Hematologi
a. Darah Rutin (Analizer) 25,000 Pasien
b. Darah Rutin (manual)
- Hemoglobin 4,000 Pasien
- Lekosit 6,500 Pasien
- Trombosit 7,500 Pasien
c. Laju Endap Darah (LED ) 8,000 Pasien
d. Pemeriksaan Hematokrit :
- Hematokrit / PCV (Mikro ) 7,500 Pasien
e. Pemeriksaan Eritrosit :
- Hitung Eritrosit (Manual) 7,500 Pasien
f. Pemeriksaan Hitung Jenis Lekosit
- Hitung Jenis Lekosit ( Manual ) 5,000 Pasien
g. Pemeriksaan Golongan Darah 7,000 Pasien
2 |Pemeriksaan Urine :
a. Urine Lengkap 12,500 Pasien
b. Albumin 7,500 Pasien
c. pH 3,000 Pasien
NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
d. Pemeriksaan Reduksi Urine
- Reduksi Urine (Strips ) 5,000 Pasien
- Reduksi Urine (Benedict) 10,000 Pasien
e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet ) 7,500 Pasien
f. Pemeriksaan Urobilin Urine (Schlessinger ) 5,000 Pasien
g. Pemeriksaan Sedimen Urine 4,000 Pasien
h. Trichomonas 10,000 Pasien
3 [Pemeriksaan Glukosa Darah :
a. Pemeriksaan gula darah stick 10,000 Pasien
b. Pemeriksaan gula darah fotometer 11,000 Pasien
4 |Pemeriksaan Faal Hati :
a. Bilirubin Direct 15,000 Pasien
b. Blirubin Total 15,000 Pasien
c. SGOT / ASAT 12,500 Pasien
d. SGPT / ALAT 12,500 Pasien
e. Total Protein 12,500 Pasien
f. Aloumin 10,000 Pasien




S _|Mikrobiologi :
a. Malaria 17,500 Pasien
b. BTA/TBC 11,500 Pasien
c. BTA / Kusta 11,500 Pasien
d. GO 10,500 Pasien
e. VDRL 20,000 Pasien
f. TPHA 12,500 Pasien
g. Rectal Swab 30,000 Pasien
h. Widal 15,000 Pasien
i. Pemeriksaan Jamur 5,000 Pasien
6 [Tes Kehamilan :
Plano Test ( Tes Kehamilan Urine ) 15,000 Pasien
7/ |Pemeriksan Faal Ginjal :
a. Creatinin 11,000 Pasien
b. Ureum (BUN) 15,000 Pasien
c. Pemeriksaan Asam Urat :
- Asam Urat Stick 11,000 Pasien
- Asam Urat Fotometer 12,000 Pasien
8 |Pemeriksaan Lemak :
a. Cholesterol Total 15,000 Pasien
b. Trigliserida 18,000 Pasien
c. HDL-Cholesterol 18,000 Pasien
d. LDL-Cholesterol 18,000 Pasien
9 [Pemeriksaan Feaces :
a. Faeces Rutin 15,000 Pasien
b. Pemeriksaan Faeces (Makroskopis ) 7,500 Pasien
c. Pemeriksaan Faeces (Mikroskopis ) 7,500 Pasien
d. Telur Cacing 8,500 Pasien
e. Amoeba 8,500 Pasien
10 [Pemeriksaan Lain-Lain
aHIV 45,000 Pasien
b. H 1V konfirmasi 60,000 Pasien
c. HBs Ab 40,000 Pasien
d. HBs Ag 35,000 Pasien
e. Narkoba 40,000 Pasien
f. Cholinesterase 25,000 Pasien
11 [Pemeriksaan Mikrobiologi Kesehatan
Lingkungan
a. Air minum 60,000 Sampel
b. Air bersih 50,000 Sampel
( sumur Gali, Bor, pompa, Sumber )
c. Air badan air 50,000 Sampel
d. Air kolam renang 60,000 Sampel
e. Makanan / minuman 60,000 Sampel
f. Swab alat makan / masak / tangan 50,000 Sampel
g. Udara ruangan 125,000 Sampel
h. Air PDAM / BPAM 50,000 Sampel
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NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
12 |Pemeriksaan Kimia Air
(Sampel Air Minum,air bersih,air badan air)
a. Amonia 35,000 Sampel
b. Aluminium 35,000 Sampel
c. Besi 25,000 Sampel
d.Flourida 10,000 Sampel
e.Kesadahan sbg Caco3 17,500 Sampel
f. Klorida 35,000 Sampel
g. Kromium,Valensi 6 11,000 Sampel
h .Mangan 22,500 Sampel
i. Nitrat 11,000 Sampel
j .Nitrit 11,500 Sampel
k. Seng 22,500 Sampel
[. Sulfat 13,000 Sampel
m.Tembaga 18,000 Sampel
n. Sisa Clor 35,000 Sampel
o. PH 3,000 Sampel
13 |Kimia Makanan / Kesehatan
a. Siklamat Kualitatif 25,000 Sampel
b. Sakarin Kualitatif 25,000 Sampel
c. Benzoat Kualitatif 25,000 Sampel
d. Borax 25,000 Sampel
e. Formalin 30,000 Sampel
f. Pewarna buatan 25,000 Sampel
14 |Fisika
a. TDS 5,000 Sampel
b. Kekeruhan 5,000 Sampel
c. DHL 1,500 Sampel
d. Suhu 1,500 Sampel
e. Warna 1,500 Sampel
f. Bau 2,000 Sampel
g.Rasa 1,500 Sampel
15 [Paket Pemeriksaan Kimia Air 275,000 Sampel
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D. PELAYANAN KESEHATAN MATRA (KESEHATAN HAJI)

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
1 [Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 25,000 Pasien
Tahap |
2 |Pemeriksaan Seleksi Kesehatan Calon Jemaah 50,000 Pasien
Haji Tahap I
E. JASA PEMAKAIAN FASILITAS KESEHATAN
NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
1 |Pemakaian Mobil Ambulance/Jenazah
a. Dalam Kota Surabaya 50,000/ Pemakaian | Sudah termasuk kru
b. Keluar Kota Surabaya 150,000 Pemakaian
Jika lebih dari 20 Km 5,000 Km
2 |Pemakaian Incenerator 6,000 Kg

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisiten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum
Penata Tingkat |
NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI




